
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2016 BATAN. Kinerja. Penyusunan dan Pelaporan.
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

DAN PELAPORAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk kelancaran dan memudahkan dalam

penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di

Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu disusun Pedoman

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan

Kinerja;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3874));

4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan

Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 113);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
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9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1649); dan

10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga

Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

DAN PELAPORAN KINERJA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan

Kinerja dipergunakan dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan

Pelaporan Kinerja pada tingkat Badan Tenaga Nuklir Nasional,

Kedeputian/Kesekretariatan Utama dan Unit Kerja.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I,

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Kepala ini.
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Pasal 3

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II,

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan

Kepala ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku,

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

131/KA/VI/2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Tenaga Nuklir

Nasional, Eselon I, dan Eselon II di Badan Tenaga Nuklir

Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2016

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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